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Sejalan dengan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007,
tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara

Peraturan Daerah Kota Bandung Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang sisi Penatausahaan, Biro Pengelolaan Barang Daerah
melakukan inventarisasi aset secara periodik guna mengetahui
keberadaan aset yang dimiliki.

Peraturan Daerah Kota Bandung Undang Undang Nomor 13 tahun 2007
tentang pembentukan dan susunan dinas di lingkungan daerah kota
Bandung Undang-Undang no 22 tahun 1999 pemerintah daerah.

http://repository.upnyk.ac.id/162/1/13 Tantangan Dan Hambatan Dalam
Implementasi e-Government Di Indonesia.pdf.
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